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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake untuk tindak pidana
pemerasan dan asusila berdasarkan hukum positif Indonesia (/ex lata) yang meliputi
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), dan UU No. 44
Tahun 2008 (UU Pornografi), perspektif hukum pidana Islam (figh jinayah), serta
merumuskan konsep ideal di masa depan (lex ferenda). Latar belakang penelitian
ini didasari oleh masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai
instrumentum delicti serta adanya kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam
regulasi saat ini yang abai terhadap tahap produksi konten manipulatif. Metode
penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis yang bersifat deskriptif-analitis
dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
dalam hukum positif masih mengalami kelemahan (fragilitas legis) dan kekaburan
norma (vage normen) karena berparadigma content-based. Keterbatasan regulasi
yang hanya menitikberatkan pada aspek penyebaran mengakibatkan pembuat
(creator) sering lolos dari jerat hukum dengan dalih "koleksi pribadi", yang menjadi
alasan krusial bagi peneliti untuk meninjau fenomena ini guna mendorong
pembaruan hukum yang mampu menjangkau setiap tahap perbuatan. Dalam
perspektif figh jinayah, deepfake merupakan wujud modern dari Qazf dan Buhtan.
Melalui kaidah Sadd al-Dhara'i’, pembuatan deepfake tanpa izin diharamkan
mutlak sejak tahap produksi guna melindungi kehormatan (Hifz al-'Irdh). Sebagai
perwujudan lex ferenda, penegakan hukum perlu bergeser ke paradigma conduct-
based yang mengkriminalisasi penciptaan dan penyimpanan, membebankan
kewajiban preventif (seperti watermarking) kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE), dan mengedepankan pemulihan korban melalui restorative
Justice.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Deepfake, Pemerasan, Asusila, Lex

Ferenda.



ABSTRACT

This study aims to examine the legal qualification and criminal liability of
perpetrators abusing deepfake technology for extortion and immoral crimes based
on positive Indonesian law (lex lata) comprising Law No. 1 of 2023 (Penal Code),
Law No. 1 of 2024 (ITE Law), and Law No. 44 of 2008 (Pornography Law) the
perspective of Islamic criminal law (figh jinayah), and to formulate an ideal future
concept (lex ferenda). The research background is driven by the massive use of
artificial intelligence (Al) as an instrumentum delicti and the legal weakness and
uncertainty in current regulations that neglect the production stage of manipulative
content. The research method used is normative-juridical, descriptive-analytical in
nature, with a deductive approach. The results show that positive law still suffers
from legal weakness (fragilitas legis) and norm ambiguity (vage normen) due to its
content-based paradigm. The regulatory limitation focusing solely on distribution
allows creators to frequently escape the law under the pretext of "personal
collection", which is a crucial reason for the researcher to review this phenomenon
to encourage legal reform reaching every stage of the act. In the figh jinayah
perspective, deepfakes are a modern manifestation of Qazf and Buhtan. Through
the Sadd al-Dhara'i' principle, unauthorized deepfake creation is absolutely
forbidden from the production stage to protect honor (Hifz al-'Irdh). As a realization
of lex ferenda, law enforcement must shift to a conduct-based paradigm that
criminalizes creation and storage, imposes preventive obligations (like
watermarking) on Electronic System Providers (PSE), and prioritizes victim
recovery through restorative justice.

Keywords: Criminal Liability, Deepfake, Extortion, Immoral Acts, Lex Ferenda.
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